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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DﬂERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 1987

- TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH ~
TINGKAT II PACITAN NOMBR 28 TAHUN 1976 TENTANG KEOU
DUKAN KCWANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABLPATEN DAERAH TINGKAT II -
PACITAN. '

"DENGAN RAHMAD TUHAN YANG_HAHA ESA

]

® . BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Mmenimbang ’ $ bahua untuk melsksanakan peraturan Mmenterl Dalam Negerl Nomor 160-
1322 tahun 1985 tentang Kedudukan Kauahgan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota DPRD dipandang perlu mengadakan peruvbahan pPeraturan Daerah
Kabupaten Dgerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1976 juncto No -
mor 6 tahun 1985 dan Nomor 14 tahun 1985 tentang Kedudukan Keuang=
an Ketua, wakii Ketua dan Anggota DPRO Kabupaten Daerah Tingkat IX
Pacitan dengan Peraturan Daersh,

Mmengingat $ 1. undang=-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok=-pakok Pemerintah
' an di Daerah 3
2, undang-undang Nomar 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah « .
daereh Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jewa Timur § - °
3. Peraturan Menteri Oalam Negerl Nomor 3 tahun 1980 juncto Pera -
turan Menterl Dalam Negeri Nomor 160=1322 tahun 1935 tentang pPa
. doman Kedudukan Keuangan Ketua, Wakii. Katua dan Anggota DPRD 3
_ . - : " -4, peraturan Menterl Daiam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Ban =
tuk Peraturan Daerah Perubahan 3

S, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1I Pacitan Nomor 28 =
tabun 1976 juncto Nomor 6 tahun 1985 dan Nomor 14 tahun 1985 °
tentang Kedudukan Keuangan Ketua, wakii Katua dan Anggnta DPRD
Kabupaten Daerah Tingkat II pPacitan,

Der'lgén. pt'arsetujuan Dewan peruakiian Rakyat Daerah Ka'bqpaten Daerah Tingkat II Pacl .
tan, ' . '

MEMUTUSKAN

Menet apkan 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINCKAT II PACITAN TENTANG PERU -

.. BAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN =

_ NOMOR 28 TAHUN 1976 TENTANG KEDLDUKAN KEWANGAN KETUA, WAKIL KETUA ~.

- _ 'DAN ANGGOTA DEWAN PERUAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINCKAT
I1 PACITAN,
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Pasal 1

. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2B ta

hun 1976 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakii Ketua dan Anggo
ta Deuan Peruakiian Rakyat Daarah Kabupaten Daerah Tingkat II Pa
citsn yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepalia Daerah Ting
kat I Jawa Tlmur tanggai 14 marat 1977 Nomor HK.11/52/77 tahun-
1977 dan dlundangkan daiam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting

an

e

~kat II pacitan Nomor 7 tahun 1977 Seri C, yang teliah diubah deng

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II pPacitan 3

Nomor & tahun 1985 tentang perubahan Partama Peraturan paerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1976 ten-
tang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Deuan
Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II pacitan-
yang teiah disahkan dengan Keputusan Cubernur Kepaia Daerah =
Tingkat I Jaua Timur tanggal 10 Juni 1985 Nomor 207/p tahun -
1985 dan diundangkan daiam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah =
Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1985 Seri C. '

Nomor 14 tahun 1985tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah =
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1376 ten-
tang Kedudukan Keuanganhﬁetua, Wakii Ketua dan Anggdta Dewan-
perwakiian Rakyat naerathabupaten Daerah Tingkat II pacitan
yang teiah disahkan dengan Keputusan Gubsrnur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Timur tanggai 17 Maret 1986 Nomor 100/p tahtn
1986 dan diundangkan daism Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II pacitan Nomor 1 tahun 1986 seri C.

dikbah iagl sebagai birikut H

A+ Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagal berikut g

B.

Disamping penghasiian dimaksud pasai 6 peraturan Daerah Ini,-
tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagl 3 '

ae Ketua DPRD, sebesar Rp. 107 500,00 (Seratus tujuh ribu 11
ma ratus rupiah) 3

b, wWakii Katya DPRD, sebesar Rp, 100.000,00 (sa:atus ribu ru
piah) . 4

pasai 13 diubah dan hqrus diba;a'sebagai berikut 3 )
Apabiia Ketua, wakii Ketua DPRD meninggal dunia kepada ahii -

"uvarisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) buian
" uang Kehormatan bersih sedangkan bagi Anggota DPRD yang me -~

ninggal dunia kepada 'ahil uarisnya diberikan tunjangan kemati
an sebanyak 1 (satu) buian vang jabatan barsih dan apabiia =
yang berssngkutan meninggal dunia didalam dan atau karena =
man Jalankan tugas, dibir;kan‘tunjangan kematian sebanyak 2

(dua) buian uang kehormatan barsih bagl Ketua dan Wakil Ketua .

C.

DPRD sarta 2" (dua) buian uang jabatan barslh bagi Anggnta -
DPRD. ' .

Pasal 14 dlubah dan harus dibaca sehagai berikut :.
pengangkutan jenasah Ketua, Wakii Ketua dan Anggota DPRD yang
meninggal dunla, darl tehpst kedudukan ketempat kediaman samu
ia’ apabiia dikehendaki ahii ‘uarisnya ditanggung aieh Keuangan
pamerintah Daerah.



DENAN PERuAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal II

(1)‘paraturan Daerah inl mulal berlaku aajak tanggal dltetapkan §

(2) Dengan perlakunya Peraturan Daerah inl segala ketentuan yaﬁg
bertentangan dengan Peraturan Daerah inl dinyatakan tldak ber
laku, I ’ ' ‘. )

. Pacitan, 23 Desamber 1987
" BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
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. PLNJELASAN
ATAS

PERRTURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINCKAT II PRCITAN
' NCMOR 17 TAHUN 1987 . .

TENTANG
PERUBAHAN KETICA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINCKAT II PACITAN NOMGR 28 TAHUN 1976 TENTANG KEDU
DUKAN KEWANCAN KETUAR, WAKIL KETWA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

PACITAN

. T. PENJIELASAN UMM

) Maksud dibuatnya peraturan Daerah ini, lalah karena ke
tentuan-ketentuan yang tercantua dalam Peraturan Daerah Kabu
paten Daerah Tlngkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1976 yang te
lah mengalemi beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan -
Peraturan Daerah Kabupaten Dgsrah Tingkat II Pacitan Nomor 14
tabun 19835 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting
~ kat II pacitan, sudah tidak sesual dengan keadaan sekarang se
. hlugga“dlpandang perlu untuk mengadakan perubahan dengan mene

tapkan dalan peraturan Daerah,

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal I dsn Pasal II $ Cukup Jélas.




